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ABSTRAK 
Nama  :  Ade Setiawan  
Nim   :  10400115063 
 Judul  : Tinjaun Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks.) 
 
 Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah terkait dengan ketentuan 
penjatuhan putusan bebas dan juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 
memberikan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, 
dengan mempertimbangkan beberapa unsur yang terkait didalamnya. Dengan 
pertimbangan unsur tersebut maka disitu pula dapat diketahui keputusan tepat mana 
yang pantas untuk diberikan terhadap pelaku. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dan jenis pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun data yang 
telah diperoleh berasal dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dengan 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian pustaka dan 
metode pengumpulan data lapangan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami terkait 
dengan putusan bebas yang di tetapkan oleh seorang hakim, baik dari segi ketentuan 
putusan bebas maupun pertimbangan dalam menetapkan putusan bebas. Dan dalam 
putusan yang telah diteliti, terhadap terdakwa dalam perkara tersebut yang telah 
memperoleh putusan bebas sebagaimana perbuatan yang didakwakannya terdapat 
salah satu unsur yang tidak dapat terpenuhi yaitu unsur “menyerang kehormatan 
orang atau nama baik orang”, sebagaimana yang sebelumnya telah didakwakan oleh 
jaksa penuntut umum pada surat dakwaannya.  
Implikasi dalam penelitian ini yaitu terhadap jaksa penuntut umum harusnya 
lebih memperhatikan dan lebih teliti sebelum melimpahkan berkas perkara di 
pengadilan, agar dapat meminimalisir perkara-perkara yang ada di Pengadilan. 
Demikian juga penulis sependapat dengan apa yang telah diputusakan oleh majelis 
hakim terhadap pelaku dalam perkara yang telah diteliti sebelumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya negara tidak terlepas dari pada hukum, negara serta merta 
memerlukan hukum untuk mengatur segala kepentingan dan problem yang terjadi 
pada sebuah negara, hukum yang ada pada suatu negara baik yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis sangatlah berperan penting untuk mengatur dan 
menyelesaikan segala persoalan-persoalan negara baik di tingkat nasional maupun di 
tingkat internasional. 
Oleh sebab itu hukum memang benar-benar mempunyai peran penting 
terhadap perkembangan dan kemajuan suatu negara sebab tanpa adanya kepastian 
hukum maka negara sulit untuk mencapai ketertiban dan kesejahteran dalam 
bernegara terhadap seluruh masyarakatnya.  
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 untuk mengatur seluruh masyarakatnya. Sebagaimana kita 
ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang kini telah 
mengalami kemajuan asupan tekhnologi-tekhnologi modern khususnya 
perkembangan tekhnologi di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat 
mempermuda akses kepentingan masyarakat tertentu mulai dari masyarakat yang 
satu dengan masyarakat yang lainnya. Dengan adanya kemajuan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi maka dapat mempermuda dan mempercepat keinginan 
 2 
 
atau pergerakan seseorang untuk melakukan sesuatu misalnya mempermuda dan 
mempercepat dalam pengadaan informasi, menyebarluaskan informasi dan 
mengakses informasi publik.  
Akan tetapi dengan kemajuan teknologi maka semestinya hukum juga perlu 
diperhatikan dan dikembangkan  agar dapat menjalankan fungsinya untuk mengatur 
dan menyeimbangkan sesuai dengan kondisi kemajuan Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik agar tercapainya pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang baik. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum yang 
memang pada dasarnya dapat memberikan jaminan keamanan untuk mencegah 
kemungkinan konflik  yang akan terjadi dalam masyarakat. Di indonesia penggunan 
tekhnologi yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik diatur khusus 
dalam Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Ttransaksi 
Elektronik.1 
Dengan adanya kemajuan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
menyebabkan hubungan dunia ini tidak lagi terbatas. Kemajuan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik di ibaratkan sebagai pedang dua mata karena dapat 
memberikan peningkatan perkembangan masyarakat dan juga dapat berpotensi 
sebagai sarana efektifitas terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum. 
Sehingga muncullah rezim baru yang biasanya dikenali sebagai Cyber Law atau 
                                                             
1Stefani Marisa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Permata 
Pers, 2017), h. 1. 
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Hukum Siber, yang digunakan sebagai hukum dalam memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik.2 
Perkembangan transaksi elektronik khususnya di media sosial dapat 
memberikan pengaruh yang bersifat baik yaitu di dalam kecepatan dan kemudahan 
serta interaksi yang sudah canggih tanpa memperdulikan waktunya dan juga 
tempatnya. Dan dengan hadirnya Interconection Networking di singkat Internet yang 
biasanya di aplikasikan dalam sebuah komputer sebagai sentuhan hari-hari bagi 
masyarakat lagi-lagi mempermuda segala kepentingan masyarakat.3 
Akan tetapi dengan perkembangan seperti ini menyebabkan perbuatan secara 
melawan hukum atau perbuatan-perbuatan kriminal rentang terjadi terhadap 
seseorang yang telah menguasai teknologi secara matang. Agar hukum yang ada 
tidak menjadi sewenang-wenang dan dapat menciptakan suatu keadilan maka perlu 
dilakukan melalui suatu penegakan hukum. Penegakan hukum khususnya penegakan 
hukum pidana dan negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokrasi yang 
kelihatan terpisah fungsi polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, 
hakim sebagai pihak yang mengadili dan lembaga permasyarakatan yang membina 
pelaku agar dapat kembali mwnjadi masyarakat seutuhnya. 
 
                                                             
2Stefani Marisa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 31. 
3Abdul Halim Barkattulah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, (Cet. I. Bandung: 
2017), h. 57 
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Keempat subsistem ini merupakan suatu ikatan dalam satu sistem penegakan 
hukum yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) ke-
empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga permasyarakatan ) diaharapkan dapat bekerja sama  dan dapat membentuk 
suatu sistem pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Produk yang 
dihasilkan dalam proses peradilan khususnya dalam kasus narkotika contohnya yang 
terjadi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Sumatra Utara dimana narkotika  selalu 
menjadi hal yanag kontroversial dalam masyarakat, hal ini terjadi karena seorang 
pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang diapandang 
tercela.4 
Terhadap  seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum perluh di 
proses secara hukum dengan memperhatikan segala pertimbangan baik yang diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun terhadap pertimbangan hakim. 
Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak 
lain adalah putusannya sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan 
atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang 
ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain 
akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak 
pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.  
                                                             
4Olivia Intan Maria Sinurat, Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap 
Terdakwa Tindak Pidana Narkotika,Jurnal, FH. Universitas Sumatra Utara Medan, 2016, h. 1. 
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Yang dimana putusan hakim berupa Putusan bebas (Vrijspraak), Putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging), dan Putusan 
pemidanaan.5 
Dari ketiga putusan hakim yang telah dijelaskan tersebut diatas maka yang 
menjadi hal menarik untuk peneliti uraikan adalah berkaitan dengan putusan bebas 
yang dimana Putusan bebas dalam suatu tindak pidana memungkinkan terjadinya  
kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Misalnya pada Tindak pidana 
korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktek korupsi 
merupakan hal tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan  dalam 
memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti 
melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan. Salah 
satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim pada 
Pengadilan Negeri Medan yaitu penyalahgunaan dana TPAPD (Tunjangan 
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa).6 
Akan tetapi perlu kita pahami bahwa tidak semua putusan yang di berikan 
oleh seorang hakim serta merta dibebaskan, bisa saja di pidanakan apabila perbuatan 
seseorang dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana. Hingga saat ini persoalan 
perbuatan hukum yang seringkali terlihat yaitu terkait dengan penyampaian 
informasi dan komunikasi dengan cara melalui media sosial elektronik. Perbuatan 
                                                             
5Miskie Rizki Aurianti, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan 
Anak di Pengadilan Negeri Bantul, Jurnal, FH. Univ. Atma  Jaya Yogyakarta, 2015. h. 2. 
6Martina Indah Amalia,Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas 
(Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korups, Jurnal, FH. Univ. Sumatra Utara 
Medan, 2014, h. 3. 
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melawan hukum dalam hal ini boleh dikatakan sebagai perbuatan yang terjadi di 
dunia maya dan menjadi suatu peristiwa yang termasuk mengkhwatirkan bagi 
seluruh masyarakat. Misalnya perbuatan melawan hukum dengan cara penipuan, 
hacking, teroris, penyebaran informasi palsu atau lebih dikenal dengan berita hoax 
dan bahkan prilaku pencemaran nama baik serta penghinaan. Hanya saja perbuatan 
melawan hukum yang terjadi dalam media sosial yang cenderung terjadi terkait 
dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. 
Sementara pencemaran nama baik juga dijelaskan didalam Al-Quran surah 
An-Nur (19);24 yaitu sebagai berikut : 
 ِةَرِخْلْاَو اَيْو ُّدلا ِيف ٌميَِلأ ٌباَذَع ُْمهَل اُىىَمآ َهيِذَّلا ِيف ُتَشِحاَفْلا َعيِشَت َنأ َنىُّبُِحي َهيِذَّلا َِّنإ ُ َّاللَّو  َنىُمَلْعَت َلَ ُْمتَوأَو َُملْعَي  
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu 
(berita bohong) tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang 
pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 
Maka dari itu sudah selayaknya ada dukungan dari pemerintah terhadap 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyeimbangkan hukum 
yang akan mengaturnya, demi tercapainya rasa aman dan nyaman di dalam 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana UU No. 11 tahun 
2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hendaknya dipertanggungjawabkan 
terkait dengan efektifitasnya agar dapat juga memberikan perlindungan secara 
maksimal untuk seluruh pengguna teknologi terkhususnya teknologi informasi dan 
komunikasi. 
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Pertanyaan yang terkadang tidak terjawabkan mengenai perbuatan atau tindak 
pidana mana yang hendaknya di hukum atau diberikan sanksi dengan tindak pidana 
mana yang hendaknya dibebaskan atau memperoleh putusan bebas dari pejabat yang 
berwenang mengadili dalam instansi pengadilan, sebab terkadang ada suatu 
perbuatan yang dinilai sebagai suatu tindak pidana akan tetapi kenyataannya setelah 
melalui proses persidangan justru dinyatakan sebagai perbuatan yang merupakan 
bukan sebuah tindak pidana. Dan jangankan itu terkadang juga ada perbuatan tindak 
pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang mestinya di hukum dengan seberat-
beratnya akan tetapi yang terjadi justru dihukum dengan hukuman yang ringan dalam 
waktu yang singkat bahkan mungkin tidak sesuai dengan kentuan pemidanaan yang 
telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini kadang kala terjadi baik 
dipengadilan tingkat pertama maupun di tingkat selanjutnya sehingga terkadang ada 
masyarakat tertentu yang masih merasa kebingungan dan bertanya-tanya mengenai 
persoalan ini. Misalnya di tahun 2016 yang telah terjadi sebelumnya di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dengan ditetapkannya suatu 
putusan bebas yang mengadili perkara tentang pencemaran nama baik akan tetapi ada 
dari pihak tertentu yang juga memandang sebagai perbuatan yang tidak melawan 
hukum terlebih jika ingin dipandang sebagai penecemaran nama baik. Sehingga  
pada tahap proses mengadili diperlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang 
akan ditetapkan oleh hakim yang bertanggung jawab mengadili perkara tersebut, 
hingga pada akhirnya hakim memberikan putusan bebas, inilah yang menjadi 
problem yang perluh diketahui dan dipahami terkait dengan  pencapaian antara 
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kepastian hukum dengan rasa keadilan bagi  pihak-pihak yang bersangkutan, terkait 
dengan pertimbangan-pertimbangan seorang hakim dalam penjatuhkan putusan 
bebas tersebut.  
Sehingga peneliti telah membuka pikiran untuk membahas dan memahami 
persoalan tersebut, yang dimana seharusnya pelaku yang telah di tangkap dengan 
status tersangka hingga terdakwa dan dihadapkan dipersidangan untuk diadili hingga 
pada akhir putusan. Seharusnya di hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. akan tetapi 
yang terjadi tidak sesuai dengan hal tersebut dengan kata lain pelaku yang telah 
didakwakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan 
pencemaran nama baik melalui media sosial yang saat ini dikenal dengan Facebook 
justru menjalankan kebebasannya akibat dari adanya putusan bebas yang telah 
ditetapkan oleh majelis hakim, yang telah melalui proses awal persidangan hingga 
pada akhir persidangan, dengan melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan yang 
telah di tentukan sebelumnya. 
Berdasarkan pada apa saja yang telah diuraikan diatas dan dengan melihat 
bagaimana perkembangan tekhnologi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 
masyarakat terkhususnya perkembangan tekhnologi dibidang informasi dan transaksi 
elektronik, yang menjadi bahan komsumsi sehari-hari masyarakat untuk 
mendapatkan beberapa informasi dan komunikasi melalui media sosial. Disisi lain 
juga dengan perkembangan teknologi juga perluh di seimbangkan dengan hukum 
yang mengaturnya dan memperhatikan beberapa hal penting yang dilakukan oleh 
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seorang hakim dalam memberikan putusan baik itu putusan bebas, putusan lepas 
maupun putusan pemidanaan agar terciptanya rasa keamanan bagi seluruh 
masyarakat. 
 Akan tetapi dengan adanya putusan yang berkaitan dengan putusan bebas 
terhadap pelaku yang sebelumnya telah didakwakan sebagai pelaku tindak 
pencemaran nama baik di media sosial Facebook yang berdasar pada Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka peneliti berpendapat bahwa 
putusan bebas ini menarik untuk diteliti sehingga peneliti membuat penulisan yang 
berjudul Tinjaun Yuridis Terhadap Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam 
Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Pada dasarnya yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencemaran 
nama baik dan peranan Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak 
pidana pencemaran nama baik sebagai wewenang dalam mengadili perkara tindak 
pidana yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian yang 
dapat dijadikan sebagai deskripsi fokus  pada penelitian ini yaitu : 
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1.Pengertian Putusan  
Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Putusan yaitu 
pengabsahan atau kesudahan atau sesudah telah ditentukan setelah pertimbangan atau 
bahkan hasil yang memutuskan. Namun menurut analisis peneliti bahwa putusan itu 
ialah suatu ketetapan yang telah di sepakati bersama dengan melalui proses 
peersidangan. 
Ada pula yang mengartikn putusan sebagai vonis tetap, akan tetapi rumusan-
rumusan kurang tepat kadangkala terjadi dalam mengartikan putusan yang 
disebabkan dengan adanya penerjamaah ahli bahasa bukan ahli hukum. Akan tetapi 
sebaliknya pembangunan hukum yang sedang berlangsung mengenai kata putusan 
yang diterjemahkan dari vonis yaitu sebagai hasil akhir pemeriksaan di persidangan 
mengenai suatu perkara. Selain itu dikenal juga keputusan antara atau putusan sela 
(interlocutoire) dan putusan pendahuluan (preparatoire) serta keputusan untuk 
sementara (provisionele).7 
2. Pengertian Putusan Pengadilan 
Keadilan hukum tidak hanya menyangkut hukum itu sendiri, keadilan hukum 
berbicara mengenai hakim dan bahkan juga lembaga-lembaga hukum. Sudah 
menjadi hal biasa kalau orang berbicara mengenai kemandirian kekuasaan 
kehakiman, semua orang mendambakan kemandirian kekuasaan kehakiman tetapi 
sekaligus juga negeri mendengar orang berbicara tirani hakim. Bahkan dalam 
                                                             
7Ledeng Marpaung, Putusan Bebas, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), h. 49. 
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perkembangan sejarah peradilan di negara kita pernah dikenal apa yang digambarkan 
sebagai mafia peradilan.8 
Dalam pasal 1 butir 8 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 11 Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman di dalam memeriksa, mengadili serta memutus 
perkara dilaksanakan dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim 
kecuali undang-undang menentukan lain susunan hakim tersebut terdiri dari hakim 
ketua dan dua orang hakim anggota. 
3.Pengertian Putusan Bebas (vrijspraak) 
Putusan bebas (vrijspraak) adalah suatu tindak pidana yang telah didakwakan 
oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan surat dakwaannya yang tidak terbukti 
secara sah dan juga tidak menyakinkan berdasarkan hukum sebagai akibat dari tidak 
terpenuhinya ketentuan  asas minimum pembuktian yang disertai dengan keyakinan 
hakim. 
4. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan 
hukum, larangan yang disertai hukuman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap 
                                                             
8Loekman Wiridiawinata,  Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: YLBHI, 1989), h. 
137. 
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barangsiapa yang telah melanggar larangan itu. Namun didalam bahasa belanda lebih 
dienal dengan istilah Strafbaar Feit . 
5. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Secara umum pencemaran nama baik (Defomatian) yaitu suatu tindakan 
seseorang dengan cara menyampaikan sesuatu yang dinilai tidak baik dengan cara 
lisan maupun tulisan. 
1. Secara lisan artinya pencemaran nama baik yang disampikan dengan ucapan; 
2. Secara tertulis artinya pencemaran nama baik yang disampaikan dengan tulisan. 
Terdapat beberapa catatan penting  yang terkait dengan pencemaran nama 
baik yaitu : 
a. Deliknya bersifat subjektif yaitu penilaian mengenai pencemaran nama baik 
sangan tergantung terhadap pihak terkait yang telah diserang nama baiknya, maka 
dari itu pencemaran nama baik itu proses hukumnya hanya dapat terlaksana 
apabila adanya pihak tertentu atau pihak yang berwajib misalnya dari pihak 
kepolisian; 
b. Deliknya bersifat penyebaran yaitu disebarkan secara umum yang disampaikan 
didepan umum  oleh pelaku yang bersangkutan, dalam artian pencemaran nama 
baik itu dilakukan oleh pelaku didepan muka umum atau disebarluaskan didepan 
umum; 
c. Deliknya bersifat terbuka yaitu terhadap pelaku yang melakukan pencemaran 
nama baik dengan cara melakukan suatu tuduhan yang pada dasarnya dapat 
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dianggap menyerang nama baik orang lain harus diberikannya sebuah  
kesempatan demi memberikan pembuktian terhadap tuduhan tersebut.9 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah di tuliskann diatas, maka 
dengan ini penulis dapat memberikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penulisan ini : 
1. Bagaimana ketentuan hukum dalam menerapkan sebuah putusan kepada pelaku 
tindak pidana ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas terhadap 
pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Putusan No. 
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. ? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah berbagai  penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sebelumnya 
telah dilakuakan maka tidak ada yang didapatkan penelitian yang sama secara 
spesifik dengan penelitian kali ini akan, hanya saja ada beberapan penelitian yang 
berkaitan dengan ini sari dalam penelitian ini, sebagaimana penelitian yang 
dimaksudkan yaitu: 
 
                                                             
9Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta, Rineka Cipta, 
2009),  h. 11. 
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1. Novi Arniansyah, Tinjaun Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana 
Penipuan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. 
Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan 
putusan bebas dan juga mengenai dampak yang bisa terjadi dengan adanya 
putusan bebas terhadap tindak pidana penipuan.  
2. Abdul rahim, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial 
Media, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 
2015. Fokus penelitian ini adalah mengenai kejahatan tindak pidana pencemaran 
nama baik melalui jejaring sosial media, yang memandang suatu masalah dari segi 
hukum atau undang-undang yang berlaku sesuai dengan sistem hukum di 
indonesia. 
3. Mareta  Bayu Suraga, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik, 
Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah 
Palembang, 2016, Fokus penelitian ini adalah memahami tentang pencemaran 
nama baik beserta dengan penerapan sanksinya dalam perspektif hukum islam dan 
undang-undang. 
4. Dian Anggraeni Sucianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidanan Pencemaran 
Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan NO. 
390/Pid.B/2014/PN.mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 
Makassar, 2015. Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan penerapan pidana 
materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan bahan pertimbangan 
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majelis hakim dalam penentukan suatu putusan terkait dengan tindak pidana 
pencemaran nama baik. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian  
Dalam melakukan penelitian memang diperlukan beberapa tujuan tertentu 
yang hendak kita ketahui dan pahami. Penelitian tidak serta merta dilakukan tanpa 
adanya tujuan, karena apabila hal itu terjadi berarti penelitian yang dilakukan ibarat 
berjalan tanpa arah. 
Ada pun tujuan penelitian yang dimaksudkan diantaranya : 
a. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan mengenai beberapa pokok 
permasalahan agar kiranya dapat merumuskan sebuah masalah; 
b. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai keputusan 
hakim terkait dengan putusan bebas terhadap tindak pidana pencemaran nama 
baik; 
c. Untuk memperoleh data pertimbangan seorang hakim dalam memberikan 
putusan bebas terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. 
2. Kegunaan Penelitian 
Terlebih dahulu perluh diketahui apa itu penelitian hukum, penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan 
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pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memplajari satu atau beberapa gejala hukum 
tertentu dengan jalan menganalisanya. 
Mengenai penelitian hukum seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan 
untuk mengungkap kebenaran hukum yang dilakukan secara kebetulan selain itu dia 
juga dapat menerapkan metode Undang-Undang yang lebih banyak didasarkan pada 
kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan. Suatu percobaan yang gagal 
kemudian di susul dengan percobaan selajutnya untuk memperbaiki kesalahan yang 
terjadi, kegiatan tersebut diakukan tidak atas dasar metode tertentu yang ilmiah dan 
juga tidak sistematis maupun konsisten.10 
Maka dari itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan 
sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya yaitu : 
a. dapat menemukan data-data yuridis yang terkait dengan putusan bebas 
terhadap tindak pidana pencemaran nama baik; 
b. dapat mengetahui dan memahami fakta yang terjadi dalam wilayah hukum 
terkait dengan putusan bebas terhadap pencemaran nama baik; 
c. dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan 
putusan bebas terhadap tindak pidanan pencemaran nama baik. 
 
 
                                                             
10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 21. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Putusan Bebas (Vrijspraak)  
1. Pengertian Putusan Bebas  
Putusan bebas  adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang 
didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau  tidak pidana akan 
tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan. 
Adapun beberapa pengertian putusan bebas menurut doktrina, yaitu : 
Nikolas Simanjutak, menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila 
kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. hal ini 
membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak 
memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan.  
Liling Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak 
dapat dipidanan atau menjalani  hukuman karena hasil pemeriksaan dipersidangan 
yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaaannya tidak 
dapat dibuktikan secarah sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian 
bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang 
dimaksud putusan bebas adalah putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa 
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dari dakwaaan, karena menurut pengadilan terdakwa tidak terbukti sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.1 
Selain itu Darwan Prints juga menjelaskan bahwa putusan bebas dapat 
dijatuhkan ketika dakwaan dari penuntut umum tidak dapat dibuktikan akibat tidak 
adanya perbuatan yang dilakukan si terdakwa atau bisa saja ada perbuatan akan 
tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.2 
Putusan bebas seolah-olah terjadi hanya karena terdakwa tidak terbukti dalam 
pemeriksaan persidangan dengan kata lain kesalahan terdakwa atau perbuatan yang 
didakwakan sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang 
ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan disidang pengadilan.3 
Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu perluh 
di buktikan dan dinyatakan bersalah sebelum diberikan sanksi pidana terhadapnya 
sebagaimana dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiaman 
yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib ditangkap tidak bersalah sebelum ada 
putusan pegadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Meskipun pada masyarakat tertentu terkadang menganggap bahwa 
seseorang sudah pasti bersalah apabila masyarakat itu telah melihat atau mengetahui 
adanya penangkapan sampai pada proses persidangan, di samping tidak mengetahui 
                                                             
1Ardiansyah, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana, Jurnal, 
FSH. UIN Alauddin Makassar,2014, h. 10. 
2Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 159. 
3Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Di kejaksaan Dan 
PengadilanNegeri Upaya Hukum Dan Eksekusi,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 137. 
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akan adanya Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004. Padahal dalam putusan hakim terhadap 
seseorang yang telah disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana bisa saja 
mendapatkan putusan bebas.  
Putusan bebas bisa saja di berikan terhadap seseorang yang telah disangkakan 
atau didakwakan sebab putusan bebas sebelumnya telah di rumuskan dalam pasal 
191 ayat (1) KUHAP.  
Sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut diatas yaitu :  
Yang  dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti sah dan menyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim 
atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 
acara.4 
Sehingga apabila alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP tidak dapat di 
perlihatkan atau tidak sesuai dengan yang didakwakan maka di situlah seorang hakim 
bisa saja memberikan putusan bebas. Sebagaimana terdakwa tidak bisa dinyatakan 
bersalah bahkan dijatuhkan sanksi pidana apabila tidak bisa dibuktikan kesalahannya 
dengan alat bukti yang sah. 
 
 
 
 
                                                             
4Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHAP, (Permata Pers,2008). h. 340. 
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Sebagaimana juga di rumuskan dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi : 
Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan 
satu alat bukti yang sah.5 
Dapat disimpulkan bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan penuntut 
umum terhadapat terdakwa sangat perluh diperhatikan agar tercapainya sesuatu yang 
bisa memberikan keyakinan, antara dapat dihukum atau dapat dibebaskan. Disinilah 
ketentuan yang membutuhkan perimbangan-pertimbangan yang  cukup besar sebab 
ada dalil yang menyatakan lebih baik menghukum seribu orang bersalah dari pada 
menghukum 1 orang yang benar. 
2. Penilaian Putusan bebas 
Dalam putusan bebas perluh diperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang 
menjadi bagian terpenting. terkait dengan penilaian terhadap putusan bebas hal 
tersebut yang dimaksud yaitu : 
a. putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dalam 
pesidangan tidak dapat mmebuktikan kesalahan teerdakwa dan juga kesalahan 
dari teerdakwa yang tidak cukup terbukti sehingga tidak dapat diyakini oleh 
majelis hakim. 
b. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas batas 
minimum pembuktian. Artinya terhadap kesalahan yang telah didakwakan 
                                                             
5Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHAP, h. 338,  
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terhadap terdakwa hanya dapat didukung oleh satu alat bukti saja sementara 
berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana 
apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
Akan tetapi penilaian tersebut diatas dapat bertolak belakang dengan pasal 
191 ayat (1), sebab dalam Pasal 191 ayat (1) keputusan tidak serta merta harus 
bergantung pada kedua asas teersebut melainkan berdasarkan dengan keyakinan 
majelis hakim akan memberikan putusan bebas atau tidak terhadap terdakwa dalam 
persidangan di pengadilan. 
Oleh sebab itu terhadap hakim yang yang menjatuhkan putusan bebas dalam 
praktek peradilan pada hakikatnya amar putusan berisi sebagai berikut : 
   1).  Pembebasan terdakwa secara sah dan dapat diyakinkan dari segala dakwaan; 
   2). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya 
dan; 
   3). Memrintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari 
tahanan setelah setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan.6 
Putusan bebas pada semestinya memang harus diberikan kepada terdakwa 
yang benar-benar tidak bersalah sebab pidana islam pun menjelaskan bahwa putusan 
bebas memiliki suatu landasan berupa yuridis normatif yang sangatlah tegas.  
                                                             
6Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan (Makassar: Alauddin 
Univerrsity Press, 2013), h. 221. 
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Maka dapat dipahami bahwa seorang pemimpin atau hakim lebih baik salah 
dalam memberikan putusan bebas daripada kesalahan dalam menjatuhkan putusan 
pemidanaan, dengan istilah lain yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 
1000 orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak beersalah. Apalagi 
jika misalnya terdakwa terlibat dalam kasus berat sehingga harus dijatuhi pidana 
mati.7 
3. Sebab-Sebab Terjadinya Putusan Bebas 
Berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan bebas ternyata putusan 
bebas terjadi antara lain karena ; 
1. Kekeliruan atau error mengenai pasal yang didakwakan  
Artinya penuntut umum dalam dakwaan tidak mendakwakan sesuai dengan 
dakwaan yang seharusnya, sehingga terdakwa dibebaskan oleh hakim dalam 
pengadilan. 
2. Kekeliruan atau error tentang penerapan terhadap delneming  
Delneming biasanya dapat dikatakan sebagai keikutsertaan, diantara beberapa 
delik menyangkut beberapa orang di dalamnya  atau terhadap  satu delik lebih dari 
satu orang yang di pertanggungjawabkan. Adapun sifat dari  delneming adalah  : 
a. pertanggungjawaban delneming itu secara sendiri; 
b. pertaggungjawabkan delneming digantung pada perbuatan orang lain. 
                                                             
7Rahman Syamsuddin,  Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 223-224.  
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Dalam pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang delneming. 
Pasal 55 KUHP berbunyi : 
a). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesatan atau  dengan memberikan kesempatan, sarana atau atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakuan perbuatan. 
 Pasal 56 KUHP berbunyi : 
a). dipidana sebagai pembantu kejahatan :  
1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan waktu kejahatan dilakukan; 
2. Mereka yang  sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.8 
Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 
peranan pokok yaitu : 
1. Dader (orang yang melakukan) 
a. Kamus bahasa belanda dader berarti pembuat, namun dalam KBBI tidak 
tercantum kata pembuat melainkan pelaku,  pelaku bisa diartikan sebagai berikut : 
 
                                                             
8Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHAP, h. 30. 
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1. Seseorang yang melakukan perbuatan; 
2. Pemain, pemeran, sandiwara dan sebagainya; 
3. Yang melakukan sebuah perbuatan. 
Adapun jenis delik pelaku yaitu : 
1. Delik formil : pelakunya yaitu barang siapa memenuhi perumusan delik dalam 
undang-undang; 
2. Delik materil : pelakunya yaitu barang siapa menimbulkan akibat yang dilarang 
dalam perumusan delik; 
3. Delik yang membuat unsur kualitas/kedudukan pelakunya yaitu barang siapa yang 
memiliki unsur kedudukan/kualitas sebagaimana yang dirumuskan.9 
b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger/Manusdamina) 
Ajaran yang disebut Middelijkedaderschap karena diartikan dader secara 
tidak langsung, artinya orang yang ingin melakukan delik tidak dilakukan sendiri, 
akan tetapi menyuruh orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.10 
c. Orang Yang Turut Melakukan (Mededader) 
Kamus  Belanda-Indonesia,Indonesia-Belanda kata mede Identik dengan ook  
dalam bahasa Indonesia berarti “juga” menurut bebrapa ahli hukum diantaranya : 
1. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan dengan turut melakukan; 
2. Lamintang menerjemahkan dengan pelaku penyerta/turut melakukan; 
3. Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan bersama-sama. 
                                                             
9Rahman Syamsuddin,  Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h. 212. 
10Rahman Syamsuddin,  Ismail Aris Merajut Hukum Di Indonesia,  h. 213.  
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d. Orang Yang Sengaja Membujuk (uitiokkeri) 
Orang yang sengaja membujuk atau Uitiokker adalah setiap perbuatan yang 
menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang dilarang dengan menggunakan 
cara dan daya upaya yang telah ditentukan pada Pasal 55 ayat (1) ke-2.11 
e. Orang yang membantu melakukan (medeplictigheid) 
Medeplictigheid diatur dalam pasal 56 KUHP, yang sifatnya 
menolong/membeerikan sokongan dan tidak boleh merupakan perbuatan pelaksana.12 
3. Kekeliruan atau error mengenai persepsi “kerugian keuangan negara” 
misalnya : 
a. Terdakwa mengajukan data-data yang tidak benar untuk memperoleh kredit 
bank dengan aset atau agunan yang cukup. Berdasarkan adata-data yang tidak 
benar yang diajukan terdakwa pada bank untuk memperoleh kredit, oleh 
penuntut umum telah dinyatakan merugikan keuangan negara, hal tersebut 
adalah kesimpulan, bukan pembuktian. Secara nyata harus dibuktikan bahwa 
agunan atau aset tidak cukup untuk membayar kredit atau pinjaman tersebut. 
b. Terdakwa selaku pelaksana suatu pekerjaan atau selaku pimpinan proyek, telah 
membuat daftar pembayaran gaji, kwitansi-kwitansi yang tidak benar (fiktif). 
dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan selesai atau rampung maka 
“kerugian keuangan negara”, tidak terbukti. Berkenaan dengan suatu pekerjaan 
                                                             
11Rahman Syamsuddin,  Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, h. 216. 
12Rahman Syamsuddin,  Ismail Aris,Merajut Hukum di Indonesia, h. 220.  
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atau proyek agar jaksa penyidik membuat “berita acara pemeriksaan ditempat” 
berita acara tersebut sebaiknya dibuat bersama-sama dengan instansi yang 
bersangkutan dan atau aparat pengawasan fungsional lainnya (misalnya dari 
irwilprop) dengan demikian dapat dibuktikan dipersidangan tentang “keadaan 
nyata” dari pekerja atau proyek tersebut. 
c. Terdakwa mengembang tugas dari pemerintah  
d. Terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan uang atau dana yang 
seharusnya diserahkan. Dengan perkataan lain di tahan sebagian, jika terjadi hal 
yang demikian agar benar-benar menelusuri uang tersebut dan dimana 
disimpan. 
e. Adanya kasus perkara yang dipersidangan terungkap bahwa uang yang tidak 
diserahkan tersebut adalah adalah untuk membiayai kegiatan pemantaun proyek 
tersebut, menyebabkan pengadilan membebaskan terdakwa. 
4. Kekeliruan atau error mengenai unsur delik 
Misalnya pada unsur melawan hukum, dalam dakwaan dirumuskan 
perbuatan-perbuatan yang dalam persidangan ternyata bukan perbuatan melawan 
hukum, misalnya terdakwa telah di nyatakan bersalah mengahadap ke kepala BPN 
untuk mengurus sertifikat tanah, akan tetapi ternyata terdakwa secara sah diberikan 
kuasa unutk itu. persepsi atau pengertian “melawan hukum” agar benar-benar 
diperatikan. 
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Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan  terhadap “unsur melawan 
hukum”. Sering dilupakan peraturan atau perundang-undangan yang telah mengatur 
suatu perbuatan sehingga jika suatu perbuatan tersebut didasarkan pada undang-
undang maka hal tersebut telah jelas bukan perbuatan melawan hukum, jika 
menangani kasus atau perkara agar dipahami benar-benar peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.13 
Kita bisa mngambil contoh misalnya kasus perkara mengenai bank maka 
terlebih dahulu memahami undang-undang tentang perbankan. begitu juga misalnya 
perkara mengenai pajak maka yang harus dipahami adalah undang-undang tentang 
perpajakan dan terakhir misalnya perkara mengenai tindak pidana pencemaran nama 
baik dalam media sosial maka yang perluh juga di pahami adalah tentang KUHP dan 
UU ITE. 
B. Putusan Hakim 
1. pengertian Putusan Hakim Atau Putusan Pengadilan 
Pada dasarnya putusan hakim merupakan aspek terpenting dalam 
menyelesaikan suatu perkara, yang dimana sangat berguna bagi terdakwa dalam 
memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya. Putusan hakim juga dapat 
dikatakan sebagai mahkota atau puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran 
                                                             
13Ledeng marpaung, Putusan Bebas, h. 54.  
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hakiki, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, mentalitas dan moralitas dari 
hakim yang bersangkutan.14 
Menurut pendapat Ledeng Marpaung, putusan hakim merupakan kesimpulan 
dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang 
berbentuk lisan maupun tulisan.15 
Pengadilan dapat dikatakan sebagai institusi dimana kekuasaan kehakiman 
dapat dijalankan oleh seorang hakim. Oleh karena itu hakim dan pengadilan perluh 
menjalankan fungsinya secara konkrit. Dan  juga perluh diketahui bahwa tidak 
semua tindak pidana yang dilakukan seseorang langsung dapat dipidana sesuai 
dengan ketentuan pidana. Ada beberapa hal yang terkait dengan pertimbangan-
pertibangan sebelum dilakukannya pemidanaan, sebab hakim yang mengadili sebuah 
perkara dalam sebuah persidangan tidak langsung memutuskan. Akan tetapi perluh 
diketahui bahwa, hakim dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan jenis 
perkara apa yang dihadapi dan apakah harus berdasar sepenuhnya pada undang-
undang ataukah menjalankan haknya sebagaimana  selaku penegak hukum terlebih 
sebagai pihak yang mengadili. Dan didalam hukum pidana seseorang tidak dapat 
dipidana apabila tidak memenuhi unsur pemidanaan. Jadi hakim bisa saja meberikan 
putusan bebas. 
 
                                                             
14Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 209.  
15Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana,  h. 406. 
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Hal tersebut dapat terjadi lantas hakim juga memiliki peran dalam melakukan 
sebuah penemuan hukum dengan mengingat landasan bahwa hakim dapat juga 
meneliti yang berkaitan dengan masalah yang telah diajukan terhadapnya. Dengan 
mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan yang dapat dianggap sebagai suatu 
keputusan yang bersifat mengadili. Dan hakim juga bisa memberikan  pertimbangan 
tentang hukum mana yang dianggapnya  paling relevan, kemudian  seorang hakim  
juga dapat menentukan ketentuan pidana mana yang dapat dijatuhkan terhadap 
terdakwa. hakim juga diberikan kebebasan apabila hendak menemukan hukum sesuai 
dengan persoalan yang dihadapinya, dengan berdasarkan perasaan hukum atau hati 
nuraninya.16 
Adanya keyakinan hakim dalam menetapkan kesalahan yang diperbuat oleh  
terdakwa ditegaskan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.  Keyakinan hakim 
dalam memberikan pembuktian yaitu dalam diskresi hakim yang bersifat subjektif. 
Kemudian karena ketentuan KUHAP dalam memidana terdakwa harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dalam artian hukum yang tertulis. Akan  tetapi tidak 
diatur dalam hal putusan hakim sebaliknya  yakni membebaskan atau melepaskan 
atau dengan menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima. Sehingga dengan 
interprestasi apabila hakim menyatakan menerima dakwaan akan tetapi dakwaan 
                                                             
16M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharun Hukum Pidana, (Jakart: Sinar Grafika, 2015),  h. 306. 
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tersebut tidak dapat dibuktikan  maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan pidana.17 
Meskipun pada dasarya hakim wajib memundurkan diri dari mengadili 
perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat 
ketiga, hubungan suami dan istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua 
sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitra dengan terdakwa 
atau dengan penasehat hukumnya. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 157 KUHP 
sebagai wujud dari independensi dari lembaga hakim tanpa pengaruh hubungan 
kekerabatan dengan pihak lain dalam persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan 
pasal 17 ayat 3 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.18 
Seorang hakim hendaknya dapat memberikan ketentuan hukum pidana 
dengan konsep yang bersifat sosial, akan tetapi bukan berarti hakim 
mengenyampingkan ketentuan undang-undang. Tugas hakim memang untuk 
menjalankan undang-undang namun seorang hakim harus kreatif dalam menciptakan 
sendiri hukum yang adil, hakim dapat mengikuti ketentuan undang-undang apabila 
kentuan itu serasa adil akan tetapi sebaliknya apabila ketetapan itu tidak terasa begitu 
adil maka dapat dikesampingkan.  Dan salah satu hal penting yang harus diketahui 
bahwa dalam pertimbangan hakim untuk melakukan penemuan hukum perluh 
mengutamakan kepentingan hukum publik dibandingkan hukum privat sebab sifat 
                                                             
17Luhud M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim dan Advokat, (Jakarta: Pustaka kemang,  
2016), h. 32.  
18H. Zulkarnain Lubis, H. Bakri Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acar Jinayah,  (Jakarta:  
kencana, 2016),  h. 58. 
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progresif perluh diperlihatkan oleh seorang hakim dalam menngadili perkara apalagi 
ketika melibatkan orang-orang lemah.19 
Seorang hakim juga perluh menetahui bahwa menjadi pemimpin atau 
pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang 
berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa 
terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam  
Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) :  
  َيأ اَي ََّلَأ ًٰ َلَع ٍمْىَق ُىَآٌَش ْنُكٌََّهِرَْجي َلََو ۖ ِطْسِقْلِاب َءاََدهُش ِ َِّلِلّ َييِها َّىَق اُىًىُك اُىٌَهآ َييِذَّلا اَه ُبَرَْقأ َُىه اُىلِدْعا ۚ اُىلِدْعَت  
   ُىلَوَْعت اَِوب ٌريِبَخ َ َّاللَّ َِّىإ ۚ َ َّاللَّ اُىقَّتاَو ۖ ٰيَىْقَّتِلل  
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan 
jangalah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk 
beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan 
bertaqwalah kepada Allah. Sesunggungnya Allah Maha mengetahui  apa yang kamu 
kerjakan. 
Hakim diberikan kekuasaan otorotatif menentukan hukum dalam perkara 
yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang 
seluas-luasnya, dengan mewujudkan nila-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai 
hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindugan hak asasi 
manusaia, dan yang lainnya. Menurut Bagir Manan, hakim yang baik adalah hakim 
yang memutus sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam 
masyarakat. Meskipun terdapat beberapa keluhan mengenai putusan hakim yang 
                                                             
19M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan hukum Pidana, h.340. 
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tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau putusan terlalu legalistik. Menurut 
pandangan ini ketentuan hukum dapat di nomor duakan, apabila perluh 
dikesampingkan. Tidak dibenarkan hakim yang memutus menurut hukum kapan lagi 
hanya menurut peraturan perundang-undangan yang utama adalah putusan yang 
mencerminkan kenyataaan atau kepentingan masyarakat. 
Maka kaitannya dengan putusan bebas, hakim tentunya harus memahami 
bagian dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab yang akan menjadi bahan 
pertimbangan yang perluh diperhatikan adalah alasan mendasar seorang hakim dalam 
menetapkan putusan bebas apakah dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak.  
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum pidana, memuat beberapa sanksi 
terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran tapi disisi lain ketentuan pidana tidak 
dapat diberlakukan apabila keadaan pelaku memungkinkan untuk tidak dimintai 
pertanggungjawabannya. Hal ini erat kaitannya dengan dasar yang meniadakan 
tuntutan dan dasar yang meniadakan pidana atau hukuman. Sehingga putusan bebas 
itu wajar saja jika ditetapkan oleh seorang hakim terhadap pelaku yang di sangkakan 
sebagai pelaku tindak pidana.dan apabila seorang hakim telah menetapkan putusan 
bebas maka perkara yang bersangkutan dianggap telah selesai sebab tidak dapat 
dilakukan kasasi terlebih peninjauan kembali. 
 
 
 
 33 
 
2. Proses Tahapan Penerapan Putusan Hakim 
Sebelum memberikan putusan, tentunya seorang hakim memiliki banyak 
perseolan yang harus terselesaikan dalam dirinya. Sebab dalam memberikan putusan 
harus betul-betul sesuai dengan kematangan dari pertimbangan yang ada, untuk 
menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Sebagaimana tugasnya sebagai 
ketentuan akhir terhadap proses peersidangan. 
Sehingga perluh diketahui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim 
yaitu : 
1. Analisis terhadap perbuatan yang dilarang atau bahkan diancama pidana sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan; 
2. Analisis terhadap perbuatan terdakwa terkait dengan apakah bisa 
dipertanggungjawabkan ataukah tidak; 
3. Penjatuhan putusan baik berupa pemidanaan, putusan bebas maupun putusan 
lepas.20 
Secara otomatis dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, 
hakim harus melihat secara detail pasal yang didakwakan apakah sudah sesuai 
dengan tindak pidana ataukah tindak pidana yang dilakuakan berbeda dengan pasal 
yang didakwakan, kemudian dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada terkait 
                                                             
20M. Syamsuddin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group,2012),  h. 179. 
 34 
 
dengan perbuatan terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atau tidak setelah itu 
barulah hakim menetapkan terkait dengan keputusannya. 
Disamping itu perluh kita ketahui bahwa begitu berartinya pertimbangan 
hukum dalam putusan hakim, sehingga konsekuensi dari putusan hakim dapat ditafsir 
menjadi dua makna, diantaranya : 
a. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus  dalam 
bentuk kemandirian untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil dan 
berwibawa. Dimana bagi pihak luar tidak dapat dibiarkan campur tangan atas 
tugas peradilan yang di bebankan oleh hakim; 
b. Kemandirian/kemerdekaan hakim, tidak berarti kebasan tanpa batas, melainkan 
hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggungjawab moral atas putusan 
yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.21 
3. Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana 
Dari aspek perumusan KUHP, aspek teoritik dan praktik peradilan, maka 
putusan hakim dapat di klarifikasikan menjadi dua jenis diantaranya : 
 
 
 
                                                             
21Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 213. 
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a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir disebut 
penetapan atau putusan sela atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah Tussen 
Vonnis. Jenis putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) 
KUHP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau 
penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan 
penuntut umum.22 
b. Putusan Akhir 
Pada praktik peradilan putusan akhir lazim disebut dengan istilah 
putusan/eind vonnis dan merupakan jenis putusan materiil. Pada hakikatnya putusan 
akhir dapat terjadi setelah hakim memeriksa terdakwa yang hadir dalam persidangan 
sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.23 
Pada putusan akhir dapat pula dikatakan sebagai akhir dari segala 
pemeriksaan yang telah dilalui selama persidangan, dimana dapat memberikan 
kepastian hukum. Akan tetapi perluh diingat bahwa ada beberapa putusan yang dapat 
dijatuhkan sebelum akhir pemeriksaan meskipun dapat dikatakan bahwa telah 
mengakhiri putusan, diantaranya : 
 
                                                             
22Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 219.  
23Mohammad Taufik Makaroa dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, 
(Bogor:  Ghalia Indonesia, 2010), h. 169. 
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1. Berupa putusan verstek apabila tidak diajukannya verzet; 
2. Berupa putusan tidak menerimah; 
3. Berupa putusan gugur, dan; 
4. Putusan yang dapat menyatakan bahwa pada pengadilan agama tidak 
memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tertentu. 
Dan putusan akhir dapat pula dikatakan sebagai tugas hakim yang diatur 
dalam kekuasaan kehakiman agar kiranya dapat mengakhiri perkara-perkara yang 
ada. Putusan akhir apabila beerdasarkan teori dan praktiknya dapat bagi menjadi tiga 
jenis, diantaranya : 
1. Putusan pemidanaan 
Putusan pemidanaan yang telah diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP; 
2. Putusan Bebas 
Putusan bebas yang telah diatur pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP; dan 
3. Putusan Lepas 
Putusan lepas yang artinya lepas dari segala tuntutan hukum, yang diatur 
pada pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
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C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam bahasa belanda lebih dikenal dengan istilah Strafbaar 
Feit, akan tetapi apabila diartikan kembali dalam bahasa indonesia tidak hanya 
berarti tindak pidana melainkan juga perbuatan pidana, pristiwa pidana, delik baik itu 
delik umum maupun delik aduan. Hal ini terjadi oleh karena adanya beberapa 
perbedaan definisi dari berbagai ahli. 
Yang pertama menurut Simons bahwa tindak pidana itu merupakan suatu 
perbuatan (handeling) degan ancaman pidana dari peraturan perundang-undangan 
yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) yang dilakuakan dengan kesalahan 
(schuld)  terhadap orang yang bisa bertanggung jawab. Utrech dan Jokers 
mengaggap lengkap terhadap definisi tersebut dengan alasan yaitu : 
1. bertentangan terhadap hukum; 
2. dapat ancaman pidana dari hukum; 
3. diperbuat oleh orang yang berdasarkan kesalahan; 
4. orang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dibuatnya. 
Adapun tambahan definisi dari Van Hamel terhadap definisi yang 
disampaikan oleh Simons yaitu adanya sifat perbuatan yang bisa memiliki sifat yang 
dapat dihukum, sehingga menurut Van Hamel ada satu unsur dalam defenisi tersebut 
diatas yang perluh ditambahkan yaitu sifat perbuatan memiliki sifat yang bisa 
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dihukum. Dan definisi tindak pidana yang disampaikan oleh Vos, yang dimana Vos 
menganggap bahwa tindak pidana merupakan perlakuan manusia yang dapat saja 
diberikan pidana oleh perundang-undangan.24 
Akan tetapi berbeda halnya yang disampaikan oleh Satochid Kartanegara, 
menurutnya bahwa yang disampaikan oleh Vos sama halnya jika mengatakan “meja 
segi itu adalah segi empat”  karna apa yang disampikan oleh Vos tidak menyangkut 
isi, sementara maksud dari “orang dan “kesalahan” tidaklah disinggungnya. 
Sementara maksud dari tindak pidana yaitu : 
a. het in gevearbrengang van een rechtsbelang yang berarti sesuatu yang 
membahayakan kepentingan hukum; 
b. schendingof kreenking van een rechtsbelang yang berarti pelanggaran atau 
pemerkosaan kepentingan hukum 
Adapun kepentingan hukum yang dimaksud berupa : 
1. kepentingan perseorangan diantaranya  jiwa, badan dan kehormatan serta harta 
benda; 
2. kepentingan masyarakat diantaranya, keamanan dan ketentraman; 
3. kepentingan negara yaitu keamanan negara.25 
                                                             
24Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 2016), h. 
160. 
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Akibat dari adanya perbedaan pendapat dari para ahli maka peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa  Strafbaar feit merupakan perbuatan seseorang yang 
dapat dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang  dengan mempertimbangkan 
berapa unsur tertentu. Kemudian waktu dan tempat mengenai tindakan atau 
perbuatan seseorang juga perluh diperhatikan untuk memberikan kepastian dalam 
menggapai rasa keadilan, baik itu dipidananya seseorang sebagai akibat dari 
perbuatannya ataukah tidak dapat dipidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Sesuatu perbuatan dapat pula dianggap suatu tindak pidana, jika terhadap 
perbuatan tersebut terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, namun sebaliknya 
apabila salah satu unsur yang dirumuskan dalam tindak pidana tidak dapat dipenuhi 
maka proses untuk mengadili terkait dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum 
kepada terdakwa dapat dibatalkan, dalam artian batal demi hukum. Dan terhadap 
terdakwa tidak mestilah di mintai pertanggungjawaban dari perbuatannya. 
Pelaksanaan unsur-unsur pidana ini dapat dijalankan oleh alat negara yang telah 
diberikan tugas dan tanggungjawab. Unsur tindak pidana sangat berperan penting 
sebagai dasar untuk mengukur atau menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. 
 
 
                                                                                                                                                                            
25Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 161.  
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Dalam unsur tindak pidana terbagi menjadi dua bagian diantaranya : 
1. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang ada pada diri seseorang atau berhubungan 
dengan dirinya sendiri bahkan segala sesuatunya yang ada didalam hatinya. 
Misalnya : 
a. sengaja atau tidak sengaja (dolus dan culpa); 
b. percobaan; 
c. adanya maksud; 
d. perencanaan; 
e. perasaan takut.26 
2. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada diluar diri seseorang yang ada kaitannya 
pada keadaan tertentu. Ada pendapat dari beberapa ahli diantaranya : 
1). Lamintang, menurutnya bentuk unsur pidana objektif yaitu : 
a.   Sifat yang melanggar hukum; 
b. kualitas dari pelaku, misalnya kondisi seorang sebagai pegawai yang 
menyalahgunakan jabatannya; 
                                                             
26Teguh Prasetya, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50. 
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c. Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebgai penyebab dengan   
sesuatukenyataan sebagai akibatnya. 
2).  Satochid kartanegara, menurutnya unsur objektif sebagai unsur yang dilarang dan 
diancam pidana sesuai perundang-undangan, yaitu : 
a. Suatu tindakan; 
b. Suatu akibat; 
c. keadaan.27 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam perbuatan tindak pidana ada bebera unsur delik diantaranya yaitu : 
1.  Delik kejahatan (Misdrijiven) dan delik pelanggaran (Overtredingen) 
Misdrijiven yaitu perbuatan yang telah dipandang harusnya dipidana sebab 
telah bertentangan dengan rasa keadilan, sedangkan delik Overtredingen yaitu 
teerhadap suatu perbuatan barulah dapat diketahui sebagai delik setelah dirumuskan 
dalam undang-undang.28 
 
 
                                                             
27Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 168.  
28Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h.  169-170.  
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2. Delik Formil (Formeel Delicti) dan Delik Materil (Materieel Delict) 
Formeel Delicti yaitu suatu peerbuatan pidana yang telah selesai dilakukan 
dan perbuatai itu sesuai dengan rumusan pasal undang-undang. Sedangkan Materieel 
Delict  yaitu sebuah akibat yang dilarang yang timbul dari perbuatan tertentu. 
3. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewonw Delicten) 
Klacht Delicten yaitu delik yang dapat dituntutnya seseorang apabila adanya 
pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan Gewonw Delicten yaitu delik 
laporan yang bersifat umum yang terjadi antara orang dirugikan atau merugikan 
terhadap hubungan yang bersift khusus. 
4. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
Dolus yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar sengaja. sedangkan Culpa 
yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kelalaian atau kealpaan. 
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria) 
Delicta Communia yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 
Sedangkan Delicta Propria yaitu delik yang dilakuknya hanya orang yang 
mempunyai kualitas atau sifat tertentu. 
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6. Delik Commisionis, Ommisionis, dan Commisionis Per Ommisionem 
Commissa 
Commisionis yaitu suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, dan 
Ommisionis yaitu suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, serta 
Commisionis Per Ommisionem Commissa yaitu delik yang bisa diwujudkan baik 
berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. 
7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 
Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dapat dilakukan terhadap sekali 
perbuatan saja. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri dari beberapa 
perbuatan yang saling berhubungan dan berlangsung secara terus menerus. 
8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
Delik politik murni yaitu delik yang ditujukan untuk kepentingan politik, 
sedangkan delik politik campuran yaitu delik yang memiliki setengah umum dan 
setengah politik. 
9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
Delik biasa yaitu delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa adanya 
pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi yaitu delik yang 
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berbentuk khusus akibat keadaan tertentu yang dapat memberatkan atau bisa saja 
mengurai ancaman pidananya.29 
D. Pencemaran Nama Baik 
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk 
menyerang kehormatan seseorang dengan menyampaikan suatu hal didepan umum 
atau  publik yang tidak benar akan keberadaannya. Dan terhadap orang yang diserang 
kehormatannya atau yang dirugian dapat melaporkan dengan  delik aduan apabila 
ingin meminta pertaggunngjawaban dari  pelaku, 
Disamping itu juga, menurut Soesilo pencemaran nama baik atau penghinan  
adalah menyerang kehormatan seseoranng. Kemudian orang yang dimksudkan 
diserang dapat merasakan malu dan malunya bukan karena menyerang kehormatan 
dalam hal seksual melaikan penyerangan kehormatan  terhadap nama baik. Dan 
dalam pencemaran nama baik atau penginaan ini tidak dapat diperoses apabila tidak 
adanya tuntutan dari  orang yang diserang kehormatannya sebab pencemaran nama 
baik adalah delik aduan bukan delik umum. Dan objek dari pencemaran nama baik 
atau penghinaan tersebut adalah seseorang, bukan pengurus sebuah perkumpulan, 
suatu golongan penduduk atau pun sebuah instansi pemerintahan.30 
 
                                                             
29Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 172-176.  
30Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 66. 
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2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik 
Dalam pencemaran nama baik merupakan pidana khusus yang diatur khusus 
pula dalam undang-undang, sehingga dapat dirumuskan dibawah ini terkait dengan 
Undang-undang yang mengatur tenntang pencemaran nama baik, yaitu Pasal 27 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dengan segaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik daan/atau Dokumen Elektronik yang memilki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.31 
Selain dari dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama 
baik, tentunya ada pula yang mengatur sanksi terhadap barang siapa yang melanggar 
dari aturan tersebut. Sebab aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang tidak 
hanya  untuk mengatur dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melainkan juga 
untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku tindak pidana, agar kiranya tidak 
lagi melakukan tindakan yang ke-dua kalinya  dalam bentuk yang sama. meskipun 
diketahui bahwa tidak semuanya dapat merasakan efek jerah dari sanksi yang 
diberikan atas tindakannya, akan tetapi setidaknya mampu meminimalisir tindak 
pidana yang terjadi. Maka dari itu adapun sanksi yang dimaksudkan diatas yaitu 
dalam ketentuan pidana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : Setiap orang yang 
                                                             
31Stefani Marisa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 18.  
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memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).32 
3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik 
Seseorang dapat dihukum dengan sanksi tindak pidana apabila perbuatannya 
dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, untuk dikatakan sebagai pelaku tindak 
pidana. Sebagaimana istilah dalam hukum pidana yang mengatakan tidak ada delik, 
tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu (Nullum Delictum Nulla 
Poena Sine Praexiat Lage). Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, tidak ada 
hukuman tidak ada jarimah kecuali dengan adanya nas. dengan kata lain perbuatan 
seseorang harus benar-benar dibuktikan didalam persidangan.  
Adapun unsur pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310 KUHP, 
sebagai berikut : 
1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan 
menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata akan teersiarnya 
tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. 
2) kalau hal ini diakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan 
atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis 
                                                             
32Stefani Marisa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 26.  
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dennan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling bayak Rp.4.500,-. 
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.33 
  Selanjutnya dapat diuraikan unsur-unsur dalam Pasal tersebut diatas, diantaranya 
yaitu : 
a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang menunjukkan pada keadaan lahir perbuatan 
seseorang. Misalnya : 
1) Kalimat “Menyiarkan secara lisan”, dalam artian pelaku menyebarkan secara luas 
tentang kabar atau berita dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau 
bahkan berisi penghinaan terhadap seseorang; 
2) Kata “Mempertunjukkan”, dalam artian pelaku mempertunjukkan bisa saja 
dengan bersuara keras yang besar kemungkinan didengar oleh orang banyak. 
b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk  
melakukan tindakan yang bersifat kriminal, misalnya ; 
1) Kata  “Dengan maksud”, artinya pelaku dalam melakukan tindakan terlarang 
dapat disertai dengan adanya kesengajaan atau adanya niat dalam hatinya; 
2) Kata “Melawan Hukum”, artinya si pelaku dengan niatnya melakukan perbuatan 
pidana yang sudah jelas melawan hukum.  
                                                             
33Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 33. 
 48 
 
4. Macam-macam Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran Nama baik atau penginaan berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo 
terdiri enam bentuk yaitu :  
a. Menista, Pasal 310 ayat (1) KUHP; 
b. Menista dengan surat, Pasal 310 ayat (2) KUHP; 
c. Menfitnah, Pasal 311 KUHP; 
d. Pencemaran Ringan, Pasal 315 KUHP; 
e. Mengadu secara menfitnah, 317 KUHP; dan 
f. Tuduhan secara menfitnah, 318 KUHP.34 
 
 
 
 
 
                                                             
34R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995), h. 41. 
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 BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan cara penelitian hukum empiris, penelitian ini 
dilakukan dengan melihat secara nyata atau boleh dikatakan sebagai sebuah hukum 
yang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat. Yang dapat diambil dari suatu 
badan pemerintahan ataupun badan hukum serta dari masyarakat itu sendiri. 
2.Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yaitu tempat akan dilakukannya penelitian dari awal hingga 
pada akhir penelitian, adapun lokasi penelitian yang dimaksudkan yaitu di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di  Pengadilan Negeri Makassar Kelas 
IA Khusus, yang berlokasi di Jl. R.A Kartini No. 18/23 baru, Ujung Pandang, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan, 90174. 
Adapun Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar 
yaitu dikarenakan adanya suatu perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2016 
lalu dengan perkara terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik  terkhususnya dalam hal pencemaran nama baik yang ditetapkan dengan 
memberikan putusan bebas terhadap pelaku, maka dari itu penulis merasakan bahwa 
putusan bebas ini perluh diteliti terkait dengan alasan atau pertimbangan-
 50 
 
pertimbangan yang mendasar yang telah di lakukan oleh seorang hakim dalam 
memberikan putusan bebas tersebut. Dan tidak pula terlepas dari putusan dan sanksi 
yang seharusnya diterimah dan dijalankan oleh pelaku  dengan putusan yang 
kenyataannya di berikan kepada pelaku. 
B. Pendekatan Penelitan 
1. Pendekatan Undang-Undang 
Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 
isi hukum yang sedang ditangani. 
2. Pendekatan Kasus 
Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 
lapangan. Metode Penelitian lapangan, yaitu peneliti melaukan penelitian langsung 
dilapanan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a)   Metode Obsevasi  
Metode ini dimaksudkan agar penulis dapat langsung datang pada lokasi yang 
akan dilakukan penelitian. 
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b) metode wawancara  
Peneliti menggunakan metode wawancara terkait dengan perolehan sumber 
atau data yang pada dasarnya dapat diperoleh dari seorang hakim dalam sebuah 
instansi pengadilan, terkait dengan ketetapan yang telah dikeluarkannya dalam 
bentuk putusan. Wawancara dilakukan terhadap salah seorang hakim yang telah 
memutus perkara tersebut. Adapun putusan yang dimaksud yaitu putusan bebas yang 
berkaitan dalam penelitian ini. 
D.  Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1.Teknik Pengelolaan Data 
Tehnik pengelolaan data yang dimaksudkan yaitu bersumber dari  tehnik 
pengelolaan data primer dengan tehnik pengelolaan data skunder. Adapun maksud 
dari pengelolaan data primer yaitu : 
a. Data primer adalah data yang secara langsung dapat diperoleh dari sumber 
pertama kali.1Artinya data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara 
langsung kepada seorang hakim selaku pihak tertentu yang diberikan 
wewenang untuk mengadili suatu perkara yang telah di tetapkannya dalam 
sebuah putusan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Adapun data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara 
memperoleh dari beberapa literatur yang ada juga dengan studi kepustakaan, 
hasil penelitian, buku dan tulisan serta perundang-undangan yang tidak 
terlepas dari penelitian ini. 
                                                             
1Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum,(Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2016), h. 31. 
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2. Analisis Data 
Perolehan data yang dilakukan secara data primer dan juga secara data 
sekunder, pada saatnya akan diuraikan dan dijelaskan serta diumbar sesuai dengan 
permaslahan-permasalahan yang tidak jauh kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
Pembahasan dan Hasil Penelitian 
A. Ketentuan  Dalam Menetapkan sebuah Putusan Terhadap Tindak Pidana 
Dalam memberikan putusan, terdapat beberapa ketentuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahman 
Syamsuddin,1 Dosen Pidana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, menyatakan bahwa putusan ada beberapa macamnya, yaitu ada 
putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Dari ketiga putusan tersebut 
memiliki ketentuan tersendiri terhadap suatu tindak pidana, diantaranya : 
1. Ketentuan Penetapan Putusan Bebas 
Menurutnya putusan bebas biasanya terjadi apabila hakim pengadilan 
berpendapat bahwa dari pemeriksaan dipersidangan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa tidak terbukti sah dan juga meyakinkan akibat dari tidak adanya 
unsur perbuatan melawan hukum. Dapat pula kita katakan tidak terpenuhinya 
ketentuan dari asas minimum pembuktian. 
Menurutnya putusan bebas dapat ditetapkan tergantung pada dua hal, yaitu : 
a. Asas minimum pembuktian tidak terpenuhi berdasarkan undang-undang 
secara negatif, sebagaimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan 
                                                             
1Rahman Syamsuddin, Dosen Pidana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
Wawancara, 07 Februari 2019. 
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perbuatan terdakwa sebagaimna dakwaan yang ada dan tidak dapat 
memperoleh keyakinan hakim; 
b. Asas batas pembuktian tidak terpenuhi yang artinya dakwaan terhadap 
terdakwa hanya dibuktikan pada satu alat bukti saja. 
Didalam putusan bebas juga dikenal istilah putusan bebas murni (Vrijspraak) 
dan putusan bebas tidak murni (Verkapte Vrijspraak) yang telah dikenal dalam 
yurisprudensi pertama pada Putusan Mahkama Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, 
yakni pada kasus bebas natalegawa yang telah dikasasi jaksa berdasarkan 
argumentasi murni atau tidaknya putusan bebas. sebagaimana yang telah diketahui 
bahwa Pasal 244 KUHP sangat tegas melarang upaya kasasi atau putusan bebas. dan 
pada akhirnya sejak pada masa itu, praktek hukum acara di indonesia mengenal 
istilah putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni 
yang dimaksudkan yaitu mengenai putusan yang telah benar-benar berada pada 
posisi yang sebenarnya sementara putusan bebas tidak murni yaitu apabila vonis 
bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang 
disebut dalam surat dakwaan. Atau, apabila dalam menjatuhkan putusan, majelis 
hakim telah melampaui wewenangnya. 
Putusan bebas terkadang terjadi kontroversi terkait dengan paham dari pihak 
yang berperkara yang merasa pihak satu merasa adil dan pihak yang satunya lagi 
tidak merasa adil dan bahkan bisa saja bertanya-tanya kenapa bisa seorang pelaku 
tindak pidana yang telah melewati tahapan persidangan malah dibebaskan tanpa 
dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu sangat perlu 
 55 
 
dipahami terkait dengan putusan bebas ini agar masyarakat juga mengetahui dan 
tidak salah menilai lagi tentang putusan bebas ini.  
Kenyataan yang sesungguhnya, putusan bebas diberikan bukan karena atau 
sekedar menjalankan fungsi atau pengadaan diantara beberapa jenis putusan  dan 
bukan juga karena adanya hal-hal lain yang dapat disalahkan akan tetapi putusan 
bebas di berikan terkait dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh 
seseorang kemudian didakwakan sebagai sebuah tidak pidana, akan tetapi terhadap 
dakwaan tersebut dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan untuk dinyatakan 
benar-benar sebagai tindak pidana. Sehingga  sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 
(1). 
Adapun bunyi Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan  di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 
Selanjutnya mengenai upaya hukum dalam putusan bebas tidak dapat 
dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, yang dapat dilakukan 
terhadap putusan bebas ialah upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP Jo. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan 
hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHP). 
Kasasi demi kepentingan hukum dapat dilakukan terhadap semua putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari 
Mahkamah Agung (dapat diajukan permohonan satu kali oleh jaksas agung). 
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2. Ketentuan Penetapan Putusan Lepas 
Putusan lepas sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP hakim pengadilan bisa 
saja berpendapat bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa dapat 
dibuktikan, akan tetapi berdasarkan pandangan hakim perbuatan tersebut bukanlah 
sebuah tindak pidana. Salah satu contohnya yaitu perbuatan terdakwa setelah 
dibuktikan ternyata perbuatan tersebut adalah perbuatan  dibidang hukum perdata 
atau hukum dagang atau bahkan hukum adat, bukan dibidang hukum pidana. 
Ketentuaan penetapan putusan lepas, relatif lebih rumit, dalam KUHP hanya 
menerapkan pengaturan syaratnya saja yaitu : 
a. Perbuatan yang telah didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti; 
b. Tapi dalam pembuktianya, perbuatan tersebut bukan sebuah tindak pidana. 
Dalam putusan lepas ini seluruh unsur tindak pidananya harus diuraikan letak 
keterbuktiannya secara jelas dan tepat, dimana perbedaannya jika dalam putusan 
bebas dan pemidanaan keterbuktiannya harus secara sah dan meyakinkan tetapi 
dalam putusan lepas  syarat keterbuktiannya tidak ada embel-embel secara sah dan 
meyakinkan. 
Maka dari itu putusan lepas merupakan norma pembeda dengan bentuk 
putusan yang lainnya yakni perbuatan terbukti tersebut bukan merupakan tindak 
pidana, dengan kata lain ada hal tertentu yang menyebabkan seolah-olah tindak 
pidananya hilang. Hal tersebut yang dimaksud diantaranya : 
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a. Apabila pelaku jiwanya cacat selama pertumbuhan atau dapat terganggu 
dengan adanya penyakit, maka terhadapnya tidak dipidana; 
b. Apabila pelaku melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri 
maupun orang lain, kehormatan kesusilaan dan juga harta benda sendiri 
maupun harta benda milik orang lain, maka terhadapnya tidak dipidana; 
c. Apabila pelaku melakukan perbuatan demi melaksanakan ketentuan undang-
undang, maka terhadapnya tidak dipidana; 
d. Apabila seseorang melakukan perbuatan dengan etikat baik dalam hal tidak 
melakukan perintah jabatan, maka terhadapnya tidak dipidana; 
Sebagaimana ketentuan dalam maksud dari alasan pemaaf artinya alasan yang 
dapat menghapuskan kesalaan terdakwa. Terhadap perbuatan terdakwa tetap bersifat 
melawan hukum jadi tetaplah merupakan sebuah tindak pidana akan tetapi terdakwa 
tidak dipidana karena baginya tidak ada kessalahan.  
Sedangkan alasan pembenar artinya alasan yang dapat menghilangkan sifat 
hukumnya terhadap suatu perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak memiliki sifat 
melawan hukum sehingga tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.  
3. Ketentuan Penetapan Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan artinya terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan 
perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan. Ketentuan 
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang tergantung pada syarat 
objetif dan subjektif. 
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a. Syarat Objektif yang dimaksud yaitu hakim ketika memutuskan artinya telah 
menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; 
b. Syarat Subjektif yang dimaksud yaitu dari kedua alat bukti tersebut. Hakim 
telah mendapat keyakinan bahwa benar sesuai yang telah didakwakan telah 
terjadi tindak pidana, benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dan 
benar terdakwa dapat dinyatakan bersalah. 
Pada poin satu dan dua tersebut diatas saling berhubungan satu sama lain, 
atau dapat juga kita katakan bahwa pada poin dua tercipta karena adanya poin 
pertama. Dalam hal ini keyakinan hakim dapat diperoeh berdasarkan alat bukti yang 
sah. 
B. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas terhadap pelaku 
tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Putusan No. 
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Fakta-Fakta Yuridis. 
1. Amar Putusan 
 Memperhatikan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Pasal 199 Undang-Undang No.8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundng-undangan lain 
yang bersngkutan. 
Mengadili : 
1. Menyatakan terdakwa Yusniar tersebut diatas, tidak terbutki secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor : 
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Reg.Perk.PDM_856/Mks/Euh.2/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Pasal 45 
ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat(3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
2. Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan tersebut; 
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuah, kedudukan, harkat serta 
martabatnya; 
4. Menetapkan barang bukti : 
a. Lima lembar dokumen elektronik berupa print screen/print out facebook; 
b. Satu buat compact disk (CD) rekaman proses pengambilan dokumen 
elektronik berupa print screen/print out facebook, tetapi terampir didalam 
berkas perkara; 
5. Membebankan biaya perkara kepada negara : 
 Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar, pada hari rabu tanggal 5 April 2017, oleh Kasianus Telaumbanua, 
S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiansyah, S.H.,M.H., dan I Made Subagia 
Astawa, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 11 April 2017 oleh 
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh 
Husna Machmud, S.H.,M.H., Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, 
serta dihadiri oleh Neng Marliwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.2  
                                                             
2Salinan Putusan No. 1993/Pid.Sus/PN.Mks. 
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 Terhadap putusan tersebut awalnya penulis merasa kebingungan dengan 
adanya suatu status atau postingan di media sosial Facebook yang dilakukan oleh 
terdakwa Yusniar yang menurut penulis merupakan suatu penghinaan atau 
pencemaran nama baik yang semestinya diputus dengan putusan pemidanaan, namun 
hal itu tidak terjadi sebab yang di berikan bukanlah putusan pemidanaan melainkan 
putusan bebas. Sehingga penulis benar-benar mencari tahu pertimbangan apa yang 
menyebabkan sehingga bebasnya terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Dan pada 
akhirnya setelah penulis teliti secara mendalam ternyata diantara beberapa unsur 
terkait dengan unsur pencemaran nama baik, ternyata hakim mempertimbangkan 
salahsatu unsur diantara beberapa unsur lainya yang tidak dapat terpenuhi, sehingga 
penulis berbalik arah dalam hal sangat sependapat dengan putusan yang telah 
diberikan kepada terdakwa sebab sebagaimana penulis pahami maksud dari putusan 
bebas dan unsur dari pencemaran nama baik itu sendiri. 
Penulis memahami bahwa putusan bebas hanya dapat di berikan terhadap 
terdakwa yang apabila perbuatannya tidak dapat dibuktikan sebagai suatu tindak 
pidana, sesuai dengan unsur pembuktian. Sebagaimana status atau postingan 
terdakwa Yusniar di media Sosial Facebook yang menulis dengan perkataan 
“Alhamdulillah akhirnya selesai juga masalahnya, anggota DPR tolo, pengacara tolo, 
mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui 
poenk”. Menurut penulis bahwa status tersebut apabila dilihat secara sekilas maka 
kemungkinan seseorang akan mengatakan sebagai perbuatan penghinaan atau 
pencemaran nama baik namun apabila diteliti secara mendalam maka akan 
 61 
 
ditemukan hasilnya bahwa status tersebut bukanlah sebuah perbuatan penghinaan 
atau penecamaran nama baik sebab tidak memenuhi salahsatu unsur yaitu unsur 
“menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Hal ini dapat penulis pahami 
dengan melihat status tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang 
terlebih nama Sudirman Sijaya selaku pelapor. 
2. Posisi Kasus 
 Sebelum ada dan diputusnya kasus tersebut, ada beberapa peristiwa yang 
mengawalinya yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait masing-masing berusaha 
untuk memperthankan haknya. Pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul  09:00 
wita. Terdakwa yang bernama Yusniar berada di rumahnya di Jl. Sultan Alauddin  
Lr.8 No.3 Rt.2 Rw.09 Kelurahan Pa’ Baeng-baeng, Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar. Pada saat itu terdakwa Yusniar bersama dengan keluarganya sempat kaget 
ketika secara tiba-tiba datang rombongan orang yang berjumlah sekitar 100 orang. 
Dan salah satu rombogan bernama Zul, yang belakangan diketahui anak dari 
Sudirman Sijaya selaku pelapor dalam kasus ini yang menginstruksikan kepada 
rombongan orang untuk membongkar rumah.  
 Pada akhirnya rombongan itu pun berhasil merusak rumah tersebut 
menggunakan palu besar, linggis dan balok kayu sehingga dinding dan atap rumah 
yang ditinggali Yusniar bersama dengan Ayahnya Baharuddin Dg. Situju, ibu dan 
keluarganya menjadi rusak. Pada saat itu Yusniar ketakutan dan hanya menangis 
paksa dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa pula melakukan perlawanan. 
Informasi terkait dengan pembongkaran rumah tersebut diketahui belakangan bahwa 
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ternyata alasan pembongkaran dipicu adanya sengketa kewarisan tanah antara 
Baharuddin ayah terdakwa Yusniar dengan Saudara tirinya yang bernama Dg. Kebo.  
 Pada Pukul 12:00 wita, diketahui salahsatu dari rombongan bernama 
Sudirman Sijaya, anggota komisi III DPRD Kab. Jeneponto Priode 2014-2019 dari 
Fraksi Gerindra telah memukul seng bagian atas rumah sambil berteriak  “Bongkar! 
Saya anggota dewan, saya pengacara”. Namun proses pembongkaran rumah tersebut 
berhasil dihentikan oleh aparat kepolisisan yang tiba dilokasi. Sehari setelah pristiwa 
pembongkaran yaitu pada tanggal 14 Maret 2016, terdakwa Yusniar sangat merasa 
sedih dan mengekpresikan perasaannya dan mengeluarkan pendapatnya dengan cara 
menulis status di dinding media sosial Facebook miliknya yang berbunyi 
“Alhamdulillah akhirnya selesai juga masalahnya. Anggota DPR tolo, pengacara 
tolo, mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko 
ganggui poeng” tulisnya. Dan status tersebut diketahui oleh adik ipar Sudirman 
Sijaya dan disampaiakn pula kepada Sudirman Sijaya, hingga pada akhirnya 
Sudirman Sijaya merasa bahwa status tersebut adalah penghinaan atau pencemaran 
nama baik. Sehingga pada tanggal 15 Maret 2016 Sudirman Sijaya melaporkan status 
tersebut karena merasa tersinggung, sebagaimana laporannya terkait dengan Pasal 27 
ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di 
Polrestabes Makassar. Hingga pada akhirnya Yusniar ditetapkan sebagai terdakwa 
dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 Milyar Rupiah.3 
                                                             
3Salinan Putusan No. 1933/Pid.Sus/PN.Mks. 
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 Sehingga dapat kita pahami bahwa ketika kita mulai berfikir secara logika 
maka apa yang telah dilakukan oleh Sudirman Sijaya terkait dengan pembongkaran 
rumah milik orang tua terdakwa yang secara tiba-tiba datang membawa massa, dapat 
kita katakan sebagai suatu perbuatan yang dapat memancing antara amarah dengan 
kesedihan. Namun karena pihak terdakwa yang tidak mampu melakukan perlawanan 
apapun terhadap massa pada saat proses pembongkaran rumah milik orang tua 
terdakwa, maka terdakwa hanya bisa bersedih dan meminta bantuan aparat 
kepolisian.Dan pada keesokan harinya terdakwa meluangkan kesedihan itu dengan 
cara mengeluarkan curhatan kesedihan  yang ia alami melalu status di media sosial 
Facebook. Dan penulis pun berpendapat bahwa hal itu dilakukan terdakwa memang 
benar-benar ingin meluangkan kesedihan hanya saja kalimat yang dituliskan penulis 
merasa ada sedikit maksud untuk menyinggung pihak tertentu. Namun tidak dapat 
pula dikatakan menunjuk, karena dalam kalimat tersebut tidak disebutkan nama 
pihak tertentu. 
3. Pertimbangan Hakim 
 Terhadap unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat salahsatu diantara beberapa 
unsur lainnya, yang telah dijadikan bahan utama dalam pertimbangan hakim untuk 
memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Yusniar yang telah dilaporkan oleh 
Sudirman Sijaya sebagai pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Subagia Astawa, Majelis 
Hakim pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khsus.4Unsur yang dimaksud adalah 
“Unsur yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah”. Namun 
terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “pencemaran nama baik” 
diatur dalam Pasal 310 KUHP dan muatan fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP. 
Kejahatan penghinaan dalam Pasal 311 KUHP dinamakan menfitnah. 
 Pertimbangan Hakim yaitu dengan melihat unsur yang ada dalam Pasal 310 
KUHP. Terdapat salahsatu unsur dari unsur yang lain yang benar-benar tidak dapat 
terpenuhi yaitu :  
a. Unsur Perbuatan Menyerang  
 Perbuatan ini dilakukan dengan menyampaikan ucapan (ayat 1) atau dengan 
tulisan (ayat 2)  yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang 
ditujukan pada nama baik atau kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan 
akibat rasa harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan 
atau dipermalukan. Hakim menyatakan bahwa status atau postingan terdakwa adalah 
serangan dengan tulisan dan telah memenuhi unsur perbuatan menyerang namun 
meskipun unsur ini telah terpenuhi akan tetapi ada satu unsur lagi yang sama sekali 
tidak dapat terpenuhi. 
b. Unsur Kehormatan orang atau nama baik orang 
 Unsur ini hanya tertuju pada serangan melalui tulisan terhadap kehormatan 
orang atau nama baik orang. Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Sudirman 
                                                             
4I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. Majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar Kelas 
IA Khsus, Makassar, wawancara, 19 September 2018. 
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Sijaya selaku pelapor, melaporkan terdakwa Yusniar karena menurut pendapat 
Sudirman Sijaya, tulisan terdakwa itu ditujukan kepadanya dan menghina 
kehormatan dan nama baiknya selaku anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan 
sebagai pengacara. Namun Majelis Hakim berpendapat lain sebab dalam tulisan 
terdakwa Yusniar yang menyatakan “Alhamdulillah akhirnya selesai juga 
masalahnya, anggota DPR tolo, pengacara Tolo mau nabantu orang yang salah, 
nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui poeng” telah melalui hasil 
pemeriksaan dengan menghadirkan berapa ahli bahasa dalam persidangan waktu itu.  
 Menurut ahli bahasa apabila tulisan terdakwa di dirubah dalam bahasa 
Indonesia akan menjadi “hanya anggota DPR bodohlah yang mau membantu orang 
yang bersalah” dan juga kalimat yang dituliskan terdakwa merupakan konten bahasa 
sehari-hari, yang lazim digunakan oleh orang-orang kelas bawah, masyarakat yang 
tidak ter-edukasi dengan baik. Kalimat terdakwa apabila diucapkan dengan lain maka 
maknanya akan lain pula. Yaitu kata “tolo” juga punya sinonim dengan kata “dongo” 
, “dompala” namun apabila kata “tolo” diberi tekanan maka maknanya akan berubah 
menjadi “Jagoan” sehingga katanya bisa saja berubah menjadi “anggota DPR yang 
jagoan, pengacara yang jagoan mau na bantu orang yang salah” dan kalau mau 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik menjadi “Hal yang bodoh bagi 
anggota DPR membantu orang yang bersalah”.  
 Selain itu menurut ahli bahasa tulisan terdakwa itu adalah curahan hati yang 
seakan berbicara pada diri sendiri karena salah satu cara dalam melepaskan beban 
adalah dengan berbicara pada diri sendiri (Self Talk) dan juga ahli menyatakan 
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bahwa tulisan tersebut sifatnya tidak spesifik melainkan generik, yang artinya objek 
dari perbuatan penghinaan harus perorangan yang secara khusus bukan instansi 
pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau golongan tertentu yang bersifat 
universal. 
 Sehingga hakim menyatakan bahwa tulisan terdakwa teersebut benar-benar 
tidak ditujukan terhadap Sudirman Sijaya selaku pelapor selain karen adanya 
keterangan ahli melainkan juga nampak jelas bahwa dalam tulisan tersebut hanya 
menyebutkan badan isntansi tidak menyebutkan nama perorangan terlebih nama 
Sudirman Sijaya. 
 Setelah Majelis Hakim mencermati tulisan terdakwa di media sosial 
Facebook dengan vide bukti dokumen elektronik berupa print screen dan print out 
facebook dan menghubungkannya dengan keterangan ahli bahasa maka unsur 
“menyerang kehormatan orang atau nama baik orang “ dari dakwaan penuntut umum 
pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang RI 
No. 19 tahun 2016 tidak terpenuhi maka dengan demikian perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti dan terdakwa Yusniar harus dibebaskan dari dakwaan 
penuntut umum. 
4. Analisis Penulis 
 Berdasarkan dengan beberapa pertimbangan hakim penulis dapat memahami 
bahwa pada kenyataannya, untuk menentukan sebuah putusan baik itu putusan bebas, 
putusan lepas maupun putusan pemidanaan terlebih dahulu harus memperhatikan 
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beberapa unsur yang terkandung didalamnya, agar dapat menciptakan keputusan 
yang bersifat seadil-adilnya. Setelah penulis meneliti dan mencermati hasil dari 
penelitian ini, maka penulis telah mendapatkan hasil yang sangat terlihat mulai dari 
ketentuan dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana hingga pada beberapa 
hal yang menjadi alasan atau pertimbangan seorang hakim ketika menjatuhkan 
putusan bebas terhadap terdakwa.  
 Penulis menemukan bahwa ketentuan dalam memberikan putusan terhadap 
tindak pidana terdiri dari tiga jenisnya yaitu putusan bebas, putusan lepas dan 
putusan pemidanaan. Pada ketentuannya putusan bebas berdasarkan pada 
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan asas pembuktian yang  juga disertai 
dengan keyakinan hakim. Asas pembuktian yang dimaksud dapat terpenuhi apabilah 
terpenuhinya dua alat bukti yang sah artinya dalam pembuktian tidak dilakukan satu 
kali saja. Hal tersebut penulis sepakati dengan dasar bahwa ketentuan tersebut telah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termuat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. 
Berbeda halnya dengan putusan lepas, yang dimana ketentuannya berdasarkan pada 
perbuatan terdakwa apakah setelah dibuktikan perbuatan tersebut merupakan sebuah 
tindak pidana atau bukan tindak pidana. Sebab bisa saja pada saat didakwakan, masih 
di nilai sebagai sebuah perbuatan dibidang hukum pidana namun setelah dibuktikan 
ternyata sebuah perbuatan dibidang hukum perdata atau hukum adat. Dengan ini 
penulis berpendapat bahwa dalam menentukan putusan lepas terhadap suatu tindakan 
yang dilakukan oleh terdakwa selayaknya dilakukan dengan cermat serta kejelian 
untuk memastikan status atau golongan dari tindakn tersebut. 
 68 
 
Akal pikiran penulis sejalan dengan ketentuan putusan lepas yang 
disampaikan oleh Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. melalui wawancara 
langsung, hal yang disampaikan terkait dengan ketentuan pemberian putusan lepas 
dapat pula dipertimbangkan atau diberikan terhadap seseorang yang mengalami 
gangguan jiwa,seseorang yang mendapatkan paksaan dari pihak lain,seseorang yang 
melakukan pembelaan untuk melindugi dirinya dan orang lain, seseorang yang 
melaksakan perintah Undang-Undang, dan seseorang yang melanggar perintah 
jabatan dengan maksud itikat baik. sebab telah sesuai dengan Pasal 44, 51 ayat (2), 
48, 49  dan Pasal 50.5 
Selain putusan bebas dan putusan lepas, putusan pemidanaan pun memiliki 
ketentuan tersendiri, yang dimana penulis menggap bahwa ketentuan tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Ketentuan yang dimaksud pada intinya 
terletak pada alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim. Namun perluh diketahui 
bahwa apabila hakim atas dasar alat bukti yang senangtiasa yakin bahwa berdasarkan 
pengalaman dan juga keadaan telah dapat diterimah, bahwa terhadap suatu tindak 
pidana benar telah terjadi sehingga dinyatakan terdakwalah yang bersalah maka telah 
tercapainya bukti yang sempurna, tiada lain bukti yang sah dan meyakinkan. 
 Dan penulis juga menemukan sebuah hasil bahwa yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa terkait 
dengan putusan No. 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. terletak pada unsur-unsur yang 
terdapat didalamnya salah satu unsurnya yaitu unsur “kehormatan atau nama baik 
                                                             
5Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHAP, h. 27-29. 
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orang” yang tidak dapat dipenuhi sehingga tidak dapat pula dibuktikan untuk 
dikatakan sebagai perbuatan pidana terkait dengan pencemaran nama baik. 
 Pada penelitian ini penulis sependapat dengan apa yang telah di putuskan 
oleh Majelis Hakim. Bahwa benar terdakwa Yusniar layak untuk mendapatkan 
putusan bebas sebab kalimat yang dituliskan dalam status atau postingannya d media 
sosial Facebook tidak menyebutkan nama  Sudirman Sijaya selaku pelapor sehingga 
tidak memenuhi unsur “kehormatan atau nama baik orang” yang terdakwa sebutkan 
hanyalah sebuah Instansi. Sekalipun misalkan kalimat yang di posting itu bermaksud 
untuk di tujukan kepada Sudirman Sijaya namun tetap tidak dapat terpenuhi karena 
sama sekali tidak ada nama perorangan terlebih nama Sudirman Sijaya yang tertera 
dalam tulisan tersebut. Sementara ketentuan untuk terpenuhinya unsur “kehormatan 
atau nama baik orang” harus ada nama perorangan yang tertera di dalam sebuah 
tulisan. 
 Setelah penulis memperhatikan Pasal 310 KUHP yang sebelumnya telah di 
sampaikan oleh seorang hakim pada saat wawancara, ternyata benar bahwa  dalam 
Pasal 310 KUHP.6 perbuatan terdakwa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan 
dari orang perorangan (delik aduan) dan objek dari penghinaan harus perorangan 
bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan atau golongan kelompok 
tertentu. Selain itu, setelah diteliti penulis juga membenarkan bahwa unsur 
“kehormatan atau nama baik orang” benar-benar tidak terpenuhi sebab nama pihak 
tertentu atau perorangan tidak ada dalam tulisan terdakwa terlebih lagi nama 
                                                             
6Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHAP, Permata Pers, 2008, h. 107. 
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Sudirman Sijaya sama sekali tidak dicantumkan dalam tulisan tersebut. Maka dari itu 
menurut penulis tidak ada lagi alasan yang dapat dibenarkan apabila ada pendapat 
lain yang mengatakan bahwa putusan bebas itu tidak layak atau tidak pantas bagi 
terdakwa.  
 Akan tetapi perluh diketahui bahwa terhadap jaksa penuntut umum, sebelum 
melakukan pelimpahan berkas perkara di Pengadilan, hendaknya terlebih dahulu 
memeriksa berkas tersebut yang diperoleh dari penyidik kepolisian. Mengenai suatu 
perkara tentunya perluh diperhatikan lebih teliti terkait dengan persoalan yang terjadi 
dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini dapat bermanfaat terhadap 
penggunaan waktu yang lebih berguna tanpa terbuang sia-sia, artinya bahwa dari 
pada memperpanjang berkas perkara di Pengadilan yang ujung-ujungnya dinyatakan 
tidak ada perbuatan yang dapt dipersoalkan, alangkah baiknya terlabih dahulu 
dilakukan kejelian terhadap pemeriksaan berkas yang sampai di Kejaksaan. Untuk 
memahami hal ini, maka dapat kita lihat pada Pasal dakwaan penuntut umum dalam 
dakwaannya.  
 Dapat dilihat pada Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
merupakan pasal dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dari pasal 
tersebutlah yang harus kita perhatikan bahwa dalam bunyinya menyebutkan “setiap 
orang” tidak menyebutkan “setiap instansi”, sementara perkara yang diajukan 
tersebut mengenai pencemaran nama baik yang menyebutkan atas nama instansi 
bukan atas nama orang perorangan. 
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 Dengan demikian menurut hemat peneliti bahwa memang benar bahwa 
dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur. Dan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut maka penulis semakin memahami bahwa seharusnya sebelum berkas perkara 
diajukan pada Pengadilan harusnya jaksa penuntut umum lebih memperhatikan pasal 
dalam dakwaan tersebut. Seharusnya juga jakasa penunut umum menyaring lebih 
teliti mengenai berkas yang diterimah dari penyidik atau penyelidik kepolisian sebab 
tidak semua berkas yang dilimpahkannya sudah sesuai dengan pasal dakwaan. 
Apabila hal itu terjadi, maka apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan 
dengan pasal dakwaan atau unsur dakwaan yang belum jelas arahnya maka akan 
semakin besar kemungkinan akan terjadinya putusan bebas, baik itu putusan bebas 
murni (Vrijspraak) maupun putusan bebas tidak murni (Verkapte Vrijspraak). 
Disamping itu masyarakat juga perluh mengetahui dan memahami bahwa 
dalam sebuah perkara tidak serta merta putusan bebas dapat dijatuhkan. Putusan 
yang jatuhkan dapat saja berupa putusan lepas atau putusan pemidanaan. Putusan 
lepas akan di jatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dibuktikan 
di persidangan namun ditetapkan sebagai perbuatan yang bukan merupakan sebuah 
perbuatan tindak pidana dan putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila perbuatan 
yang dilakukan seseorang dapat dibuktikan dan dapat ditetapkan sebagai suatu 
perbuatan tindak pidana. Berbeda halnya dengan putusan bebas hanya dapat 
dijatuhkan apabila dari beberapa pertimbangan yang telah diperoleh selama awal 
proses pemeriksaan hingga pada proses persidangan menyatakan perbuatan 
seseorang tidak dapat dibuktikan untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. 
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Setelah penulis teliti lebih lanjut putusan bebas tersebut hingga pada saat ini belum 
ada pihak tertentu atau penuntut umum yang mengajukan upaya hukum luar biasa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap Putusan 
No.1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks., maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Ketentuan menjatuhkan putusan terbagi menjadi tiga bagian yaitu putusan 
bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Putusan bebas tergantung 
pada keseluruhan unsur tindak pindak pidana dan juga pembuktian dalam 
tindak pidana apakah dapat terpenuhi atau tidak terpenuhi, putusan bebas 
juga terbagi antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. 
Sebagaimana Putusan perkara No.1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. yang 
menyatakan bebas terhadap terdakwa oleh karena perbuatan pidana berupa 
pencemaran nama baik yang didakwakan oleh penuntut umum kepada 
terdakwa tidak terbukti. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa 
yaitu adanya unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi 
yaitu unsur “menyerang kehormatan dan nama baik orang”. Dengan 
demikian penulis sependapat dengan hal tersebut karena dengan tidak 
terpenuhinya unsur tersebut berarti asas pembuktian pun tidak terpenuhi 
sehingga terdakwa benar harus dibebaskan. 
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B. Saran 
  Terkait dengan proses persidangan, yang dapat dilakukan dengan 
membutuhkan waktu dan biaya tertentu, kiranya dapat pula di pertimbangkan dengan 
melalui upaya pencegahan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Pencegahan 
yang dimaksud bukan untuk menghapuskan yang namanya putusan bebas melainkan 
agar waktu dan biaya dimanfaatkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan tidak 
terbuang sia-sia selama persidangan yang dimana pada akhirnya terdakwa tidak 
dipidanakan pula melainkan dibebaskan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku : 
Barkattulah,Abdul HalimHukumTransaksiElektronik di Indonesia, Bandung: Cet. I. 
2017. 
 
Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi, 
Bandung : Refika Aditama, 2010. 
 
H. ZulkarnainLubis, BakriRitonga, Dasar-DasarHukumAcarJinayah, Jakarta:  
kencana, 2016. 
 
Luhud M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim danAdvokat, (Jakarta, Pustakakemang,  
2016. 
 
Marpaung, Ledeng.Putusan Bebas, Jakarta: Sinar Grafika,1995. 
------------.Proses Penanganan Perkara Pidana: Di kejaksaan Dan Pengadilan 
Negeri (Upaya Hukum Dan Eksekusi), Jakarta:  Sinar Grafika, 2011. 
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharun Hukum Pidana,Jakart: Sinar Grafika, 2015. 
M. Syamsuddin, Hakim Berbasis Hukum Progresif ,Jakarta: KencanaPrenada Media 
Group,2012. 
 
Makaroa,MohammadTaufik. DanSuharsil, 
HukumAcaraPidanadalamTeoridanPraktik, Bogor:  Ghalia Indonesia, 2010. 
 
Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 
MiruddindanZainal Asikin, Pengantarmetodepenelitianhukum, Jakarta: PT. Raja 
GrafindoPersada, 2016. 
 
Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Prakti, Jakarta: Djambatan, 2002. 
Rizki, Gerry Muhammad, KUHP dan KUHAP, Permata Pers,2008. 
 
 76 
 
R. Soesilo, KitabUndang-UndangHukumPidanasertaKomentar-
KomentarnyaLengkapPasal Demi Pasal. Bogor: Politea, 1995. 
 
Syamsuddin, Rahman. HukumAcaraPidanadalamIntegrasiKeilmuan, Makassar: 
AlauddinUniverrsity Press, 2013. 
  
-------- Ismail Aris, MerajutHukum Di Indonesia, Jakarta: MitraWacana Media, 
2014. 
 
Stefani, Marisa. Undang-UndangInformasidanTransaksiElektronik, Jakarta: Permata 
Pers,2017. 
 
Sunarso, Siswanto, HukumInformasidanTransaksiElektronik, Jakarta: RinekaCipta, 
2009. 
 
Soekanto, Soerjono.Pengentar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.  
Wiyanto, Roni. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2016. 
Wiridiawinata, Loekma.  Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: 
YLBHI,1989. 
Jurnal : 
MiskieRizkiAurianti, Pertimbangan Hakim 
DalamPerkaraTindakPidanaPembunuhanAnak di PengadilanNegeriBantul, 
Jurnal, FH. Univ. Atma  Jaya Yogyakarta, 2015.  
 
Martina Indah Amalia,DasarPertimbanganHakimDalamMenjatuhkanPutusanBebas 
(Vrijspraak) TerhadapTerdakwaDalamTindakPidanaKorupsi, Jurnal, FH. 
Univ. Sumatra Utara Medan, 2014. 
 
Olivia Intan Maria Sinurat, AnalisisPenjatuhanPutusanBebas (Vrijspraak) 
TerhadapTerdakwaTindakPidanaNarkotika, Jurnal, FH. Universitas Sumatra 
Utara Medan, 2016. 
 
Ardiansyah, Implemen Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam 
Tindak Pidana, Jurnal, FSH. UIN Alauddin Makassar, 2014. 
 
 
 
 77 
 
 
Wawancara : 
I Made SubagiaAstawa. Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar Kelas IA 
Khusus, Makassar, Wawancara, 19 September 2018. 
Rahman Syamsuddin. Dosen Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, Wawancara, 07 Februari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran-Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 88 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 Ade Setiawan lahir di Lameo-Meong 2 Mei 1996, yang merupakan 
anak sulung dari empat bersaudara, putra yang terlahir dari 
pasangan Alimuddin dan Nurman ini memulai pendidikan TK Sy. 
Nyamuk tahun 2002 dan lanjut SD Negeri 1 Rakadua Kec. Poleang 
Barat tamat pada tahun 2008, setelah itu lanjut di SMP Negeri 1 Poleang Barat Kab. 
Bombana hingga tamat pada tahun 2011. Setelah itu lanjut pendidikan lagi di SMA 
Negeri 06 Bombana hingga tamat pada tahun 2014. Setelah tamat dari SMA 
kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2015 di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi 
Hukum Pidana. 
 
 
 
 
 
 
 
